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Menimbang

Mengingat

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA METRO

TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

G,

WALIKOTA METRO,

bahwa ruang wilayah Kota Metro sebagai bagian dari ruang
wilavah Negara Kesatuan merupakan karunia Tuhan Yang
Maha Esa dengan keanekaragaman eckosistemnya serta
keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara
bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil dan
lestari;

bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat
dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna, perlu
dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah,
kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-203]
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan
penataan ruang di daerah, schingga perlu dilakukan revisi
dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati [1 Way Kanan, Pembentukan
Kabupaten Dali 11 Lampung Timur dan Kotamadya Dati II
Metro (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomeor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 {tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63723);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasicnal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilavah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota,
serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
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Menetapkan

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nemar 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 499 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2022 - 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masvarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota adalah Kota Metro,
Provinsi adalah Provinsi Lampung.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang  kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yvang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteni
sebagaimana dimalksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Walikota adalah Walikota Metro.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnva dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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10,

11

14.

15.

16,

17,

18

19.

20,

21.

Wilayah adalah ruang vang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang balas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masvarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya.

Sistem Pusat Pelayanan yang termasuk ke dalam rencana struktur ruang
wilayah kota adalah wilayah kota dengan wilayah pelayanan dan jaringan
mencakup prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kota, meliputi Pusat Pelayanan Kota {PPK), Sub
Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan
ckonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota
dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota vang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat
pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani subwilayah
kota.

Pusat Pelayanan Lingkungan vang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat
pelavanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah vang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geograflis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana
secara lerperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah yang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

Sistem Jaringan Transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia
atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan
sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia.

Sistern Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan vang saling
menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yvang menghubungkan secara berdaya guna
antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat
kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan
lokal.

Jalan Kolektor Seckunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sckunder
kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan Lokal Primer adalah jalan yvang menghubungkan secara berdaya guna
pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan
wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau
pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat
kegiatan lingkungan.
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22.

23,

24,

25.

26.

27.

28.

20,

1.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

a8,

Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder
kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan,
kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat
kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan
perdesaan.

Jaringan Jalur Kereta Api Anlar Kota adalah Jalur kereta api antarkota yang
melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang
dan/atau barang,

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang
dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan
pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik,
gardu induk dan sarana pendukung lainnya.

Sistemn Jaringan Telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman
atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya vang
merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyedisan, pembagian,
pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan

satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air
Minuim.

Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan
vang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.

Tempat Penampungan Sementara yang seclanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

Jalur Evakuasi yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar,
koridor/selasar umum dan sejenis| dari setiap bagian bangunan gedung
termasuk didalam unit hunian tungga! ke tempat aman, yang disediakan bagi
suatu lingkungan /kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi,

Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung
masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan
kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan
modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

Sistem jaringan drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi
untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari  suatu
kawasan /lahan.

Jalur pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun
terpisah dengan jalan, yvang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana
pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau [asilitas
pergantian moda.

Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka
Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda
motor,

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam
dan sumberdaya buatan.
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39.

40.

41,

42,

44.

46.

47,

48.

49,

al.

22.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah vang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang meliputi
sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air,
dan kawasan lindung spintual dan kearifan lokal.

Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,
resapan air, ckonomi, sosial budaya, dan estetika.

Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan
pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan
kawasan peternakan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B
adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan vang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau
hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangen Berkelanjutan serta unsur
penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan,
kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B
adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

- Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan

lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan vang diperuntukkan
bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata
guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kawasan Panwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik
wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan
lingkungan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah vang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan,

Kawasan Perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.

Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan
bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat
berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.

Kawssan Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan
pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha,
dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Kawasan Peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya yvang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah
dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah
penduduk.
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3.

o4,

56,

57.

58.

59.

60.

61.

B2,

63.

63.

H6.

Kawasan Pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya vang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar
sampal dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal.

Kawasan Keschatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana
keschatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan
jumlah penduduk yang akan dilayani.

Kawasan Olahraga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
kawasan budi daya vang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga
baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup
pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan
jumlah penduduk.

Kawasan Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari
Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi
transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem
transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi
transportasi darat, udara, dan perairan.

Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap
ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan
pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan
pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya
dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir
tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang.

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk
yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta
sumbernya, instansi pelaksana, dan wakitu pelaksanaan, dalam rangka
mewujudkan pemanfaatan ruang vang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yvang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang.

Arzhan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang vang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang yvang berlaku.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang peseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat, korperasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang

bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.



jdih metrokola.qo.d

BAEB NN
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Ruang lingkup RTRW Kota Metro meliputi :

a. Lingkup wilayah; dan

b. Lingkup materi.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah
Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kota merupakan daerah dengan batas yang
ditentukan berdasarkan aspek administratii mencakup wilayah daratan,
perairan, serta wilayah udara dengan total luas wilayah 7.321,40 (tujuh ribu
tiga ratus dua puluh satu koma empat nol) hektar dengan koordinat antara
576-5°10'LS dan 105°17' - 105°21" BT.

(2) Batas-batas wilayah kota meliputi:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan
Kabupaten Lampung Timur;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;

¢. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.,

(3) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Kecamatan Metro Pusat;

b. Kecamatan Metro Timur;

¢. Kecamatan Metro Barat;

d. Kecamatan Metro Utara; dan

e. Kecamatan Metro Selatan.

(4) Wilayah perencanaan RTRW Kota Metro dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah
Perencanaan RDTR selanjutnya disingkat menjadi WP, yang meliputi;

a. WP I yang meliputi Kecamatan Metro Pusat dengan fungsi utama sebagai
pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat pelayanan pendidikan,
simpul transportasi darat, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan
perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan wisata buatan.

b. WP 1II yang meliputi Kecamatan Metro Timur memiliki fungsi utama
schagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelavanan kesehatan, pusat
pelavanan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, kawasan
perumahan dan wisata buatan.

c. WP Il yang meliputi Kecamatan Metro Barat memiliki fungsi utama
scbagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat
pelayanan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, kawasan
perumahan dan wisata buatan.

d. WP IV yang meliputi Kecamatan Metro Utara memiliki fungsi utama
scbagai pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan pertanian,
industri menengah, kawasan transportasi, kawasan perumahan dan
wisata alam/buatan.

e. WP V yang meliputi Kecamatan Metro Selatan memiliki fungsi utama
stbagai pusat pelayanan pendidikan, pusat peluyanan kesehatan, industri
kecil dan mikro, pusat pengembangan pertanian, dan wisala alam /buatan.

(5] WP scbagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota
tentang Rencana Delail Tata Ruang (RDTR).

(6) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan keteliian detail informasi skala 1:25.000
(satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
| yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Dacrah ini.
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Bagian Ketiga
Lingkup Materi
Pasal 4

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
¢. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
d. Kawasan Strategis Kota;
¢. Arahan Pemanfataan Ruang Wilayah Kota; dan
f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.

BAB 1Tl
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro adalah “Mewujudkan Ruang
Wilayah Kota Metro Sebagai Kola Berpendidikan, Berbudaya, Sehat, Sejahtera,
Produktif yang Terintegrasi dan Berkelanjutan®,

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Metro, meliputi :

a. peningkatan produktivitas kota melalui peningkatan standar pelayanan
perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kota pendidikan;

b. peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia
dengan peningkatan dan pemantapan kawasan Pendidikan:

c. pengembangan penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial,
ckonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan;

d. peningkatan kualitss kesehatan denpan pemerataan pelayanan kesehatan
menuju  masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan
kesehatan yang berkualitas (sarana, prasarana, dan SDM);

e. pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa maupun jangkauan
kualitas pelayanan prasarana kota guna meningkatkan produktivitas yang
berdaya saing regional dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Kota
Metro sebagai pusat kegiatan wilayah;

I. pengendalian dan intensifikasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B) Kota Metro; dan

peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dengan

sistem regional yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah
Pasal 7

Untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 maka disusun stralegi penataan ruang, meliputi:

a. Strategi peningkatan produktivitas kota melalui peningkatan standar
peclayanan perkotaan yang bersinergis untuk mendukung kots pendidikan
meliputi:

1. Meningkatkan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah vang menuju
kawasan pendidikan;

2. Menyediakan moda transportasi massal yang aman, nyaman dan efisien
menuju kawasan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh wilayah
Kota Metro dan sekitarnya;

=
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4. Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan

5.

6.

o

tumpah ke jalan serta keberadsan secktor informal/pedagang kaki lima
(PKL);

Mengembangkan pola penggunaan Ilzhan campuran di kawasan
perdagangan dan jasa scrta mengendalikan pembentukan kawasan
perdagangan secara linier;

Menetapkan dan mengintensifkan kawasan perdagangan dan jasa skala
lokal dan regional di pusat kota sebagai kawasan strategis kota: dan
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas terminal penumpang dan
terminal barang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi.

f. Strategi pengendalian dan intensifikasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Kota Metro meliputi:

1.

2.

3.

4,

Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat;

Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan yang
dapal merusak kawasan pertanian;

Menerapkan penggunaan teknologi tepat guna peningkatan hasil produksi
vang ramah lingkungan serta mengembangkan industri pengolahan hasil
pertanian; dan

Meningkatkan fungsi sistem irigasi teknis.

g- Strategi peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu
dengan sistem regional yang berwawasan lingkungan meliputi:

1.

2

o s W

10.
1.

12.

Menyelenggarakan upava terpadu untuk melestarikan fungsi linglungan
hidup;

. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung menimbulkan

perubahan secara fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang
berkelanjutan;

- Mengembangkan RTH untuk mencapai luasan 20% RTH publik dan 10%

RTH privat;

- Mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana dan ulilitas (PSU) pada

setiap perumahan dan permukiman;

.Menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta

mengupayakan pengembangan rumah susun sehat;

-Meningkatkan  kualitas  jaringan  jalan  eksisting, mendukung

pembangunan jalan baru pada kawasan pinggiran kota dan pembangunan
jalan lingkar yang menghubungkan semua wilayah kota untuk
mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah;

-Membangun dan meningkatkan prasarana terminal barang dan

penumpang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi lokal dan
regional,

- Mengembangkan dan meningkatkan sistem (ransportasi antar wilayah

yang terstruktur;

-Mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan energi

kelistrikan dan sarana penerangan jalan umum;

Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah;
Meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan sumber daya
air serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air; dan

Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau lidak
langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang
pembangunan yang berkelanjutan.
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BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Metro, meliputi:

Sistem Pusat Pelayanan;

Sistem Jaringan Transportasi;

Sistem Jaringan Energi;

Sistem Jaringan Telekomunikasi;

Sistem Jaringan Sumber Daya Air;, dan

f. Infrastruktur Perkotaan,

(2) Rencana Strukiur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

popoe

Pasal 9

(1) Sistem Pusal Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota;

b. Sub Pusat Pelavanan Kota; dan

¢. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat
di Keluraban Metro yang berfungsi sebagai:

a. pusat pemerintahan;

b. pusat perkantoran;

c. pusat pelayanan pendidikan;

d. pusat pelayanan kesehatan; dan

e. pusal pelayanan perdagangan dan jasa.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

4, sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Tejo Agung
Kecamatan Metro Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan,
pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan
wisata buatan;

b. sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Mulysjati
Kecamatan Metro Barat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan,
pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dan
wisata buatan; dan

c. sub pusat pelayanan kota vang terdapat di Kelurghan Hadimulyo Timur
Kecamatan Metro Pusat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan,
pusat pelayanan kesehatan, pusat pelavanan perdagangan dan jasa, dan
wisata buatan.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf ¢,
meliputi:

a. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat:

b. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan;

c. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara:

d. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; dan

¢. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

(5} Rencana Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:25.000 (saru banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
lercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 10

(1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. Sistem Jaringan Jalan; dan
b. Sistem Jaringan Kereta Api.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam pecta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini,

Pasal 11
(1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
a, meliputi;
a. Jalan Umum;
b. Terminal Penumpang; dan
¢. Terminal Barang.
(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Jalan Kolektor;
b. Jalan Lokal; dan
¢. Jalan Lingkungan.
(3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. .Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) meliputi:
1. Jalan Sudirman;
2. Batas Kola Metro-Gedong Dalam; dan
3. Jalan AH. Nasution.
b. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2), meliputi:
1. Jalan Soekarno Hatta; dan
2. Jalan Budi Utomo.
c. Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3), meliputi:
1. Jalan Brigjen Katamso;
2. Jalan Ahmad Yani;
3. Jalan Metro-Tanjung Kari;
4. Jalan Patimura; dan
5. Jalan Veteran.
d. Jalan Kolektor Sekunder, meliputi:
Jalan Ade Irma Survani;
Jalan Alamsyah RPN;
Jalan Amir Mahmud;
Jalan Basuki Rahmat;
Jalan Dewi Sartika;
Jalan Diponegoro;
. Jalan Dr. Seetomo;
Jalan Gatot Subroto;
9. Jalan Hassanudin;
10.Jalan Imam Bonjol;
11.Jalan Jendral Suprapto;
12.Jalan Ki. Hajar Dewantara;
13.Jalan Mayjen S. Parman;
14.Jalan Proklamasi;
15.Jalan RA. Kartini;
16.Jalan Raden Intan;
17.Jalan Sesro Sudarmo:

e
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18.Jalan Stadion;
19.Jalan Wolter Monginsidi:
20.Jalan Wr. Supratman:
Z21.Jalan Yos Sudarso:
22 Jalan Z.A. Pagar Alam;
23.Jalan Nanas;
24.Jalan Soekarno-Hatta II; dan
25.Jalan Sutan Syahrir,
(4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
&. Jalan Lokal Primer, meliputi:
1. Jalan Way Seputih;
2. Jalan Sutivoso;
3. Jalan Mayjend Ryachudu;
4. Jalan Mr. Gele Harun; dan
5. Jalan Yos Sudarso.
b. Jalan Lokal Sekunder, meliputi:
1. Jalan Abri;
2. Jalan Adipati Raya;
3. Jalan Agus Salim;
4. Jalan Arwana;
2. Jalan Batang Hari;
6. Jalan Belida;
7. Jalan Belimbing;
8..Jalan Beruang;
G..Jalan Cendrawasih;
10. Jalan Cut Nyak Dien;
11.Jalan Durian;
12.Jalan FKPPI SMAN 6;
13. Jalan FKPPI/Husodo;
14, Jalan CGaruda;
15. Jalan Gelatik;
16. Jalan Gn. Lawu;
17. Jalan Gori;
18. Jalan lkan Mas;
19. Jalan Inspeksi;
20. Jalan Jawa;
21.Jalan Kecapiring;
22. Jalan Kenanga;
23. Jalan Kerapu;
24, Jalan KH. Arsyad;
25. Jalan Khair Bras;
26, Jalan Krakatau;
27.Jalan Kutilang;
28 Jalan Lect;
29, Jalan Lele;
30. Jalan Manyvar;
31. Jalan Mentawai;
32. Jalan Merpati;
33. Jalan Mujair;
34 Jalan Nangka;
35. Jalan Nias:
36, Jalan Nuri;
37. Jalan Nusantara;
38. Jalan Pala;
39. Jalan Pemuda;
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40. Jalan Piagam Jakarta:
41.Jalan Rajabasa;
42. Jalan Rajawali;

43. Jalan Sadewo,
44.Jalan Sakura;

45. Jalan Salak;

46. Jalan Satelit 1;
47.Jalan Semangka;
48. Jalan Semeru;

49. Jalan Seminung;
50. Jalan Sulawesi;

51, Jalan Sumbawa;
52. Jalan Tawes:

53, Jalan Tiram;

54. Jalan Tongkol;

55. Jalan TPA;

56. Jalan Walet;

57. Jalan Wijaya Kusuma;
58. Jalan Gajah Yana;
59. Jalan Kili Suci; dan
60. Jalan Komodo.

(5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berupa Jalan

(6)

7)

(1)
(2)

(1)

(2)

Lingkungan Primer tersebar pada seluruh wilayah kota.

Terminal Penumpang, sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, meliputi:

a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan
Metro Barat yaitu Terminal Induk Mulyojati;

b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Kelurahan Imopuro Kecamatan
Metro Pusat.

Terminal Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berada di

Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur dan rencana pengembangan

terminal barang berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 12
Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf b, yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. Rejosari-Metro; dan
b. Metro-Sukadana.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢

berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi  jaringan

infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Jaringan infrastuktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

#. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan transmisi Tegineneng
menuju Metro;

b. jaringan distribusi tenaga listrik yang terdiri atas:
|. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) melalui seluruh jalan

kolektor dan jalan lokal; dan
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2. Baluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui seluruh wilayah kota.
c. gardu listrik terdapat di Kelurahan Tejosari Kecamatan Meltro Timur.

(3) Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan keteliian detail
informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 14

(1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal

(1) huruf d, meliputi:

a. Jaringan tetap;

b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a berupa serat
optik yang terdapat di seluruh kota mengikuti jaringan jalan kota.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan
Imopuro Kecamatan Metro Pusat.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, berupa
Jaringan bergerak seluler vaitu menara Base Transceiver Station (BTS) terpadu
secara kolektif antar operator yang berada di seluruh kecamatan.

(5) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digamberkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:25.000 {satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 15

(1) Sistem Jaringan Sumber Dava Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat
{1) huruf e berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:

a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi (D.1)
yaitu D.I Way Sekampung,

(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa jaringan pengendalian banjir yang terdapat di Sungai Way
Sekampung, Sungai Way Batanghari, Sungai Way Bunut dan Sungai Way
Raman

(4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
berupa rencana pengembangan embung vang terdapat di setizp kecamatan
kota.

[5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan ketelilian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedelapan
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 16
(1) Infrastuktur Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (1) huruf f,
meliputi:
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
Sistem Jaringan Persampahan;
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
Sistem Drainase; dan
Jalur Sepeda; dan
. Jaringan Pejalan Kaki.
(2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. Jaringan perpipaan terdiri atas:
1.Unit air baku berupa Water Treatment Plant (WTP) di Kelurahan
Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;

2.Unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air yang terdapat di
Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;

3.Jaringan produksi yang melewati Kelurahan Rejomulyo Kecamatan
Metro Selatan, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan,
Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Mulyojati
Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro
Timur, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan
Yosodadi Kecamatan Metro Timur.

4. Unit distribusi tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.

b. Bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa yang tersebar di
Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Barat
Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro
Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan
Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan
Metro Barat dan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat.

(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa
[nstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL} vang berada di Kelurahan
Purwoasri Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan
Metro Selatan, dan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.

b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang tersebar di
seluruh wilayah kota.

(4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan
Metro Utara, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan
Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan Metro Kecamatan Metro
Pusat.

(5} Sistem Jaringan Persampahan Kota, scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d, meliputi:

a. Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) yang terdapat
di Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;

b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar diseluruh
Kelurahan Kota Metro; dan

€. Tempat Pemrosecsan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill di
Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.

TRMe A0 op
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{6) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana meliputi jalur penvelamatan, meliputi:

b.

1. Jalan Abri;
Jalan AH. Nasution;

Jalan Arwana;

Jalan Budi Utomo;

Jalan Cempaka;

Jalan Dr. Soetomo;

Jalan Imam Bonjol;

Jalan Kacer;

. Jalan Kenanga;

10. Jalan Ki Hajar Dewantara;
11. Jalan Krakatau;

12, Jalan Mayjend. Ryachudu;
13. Jalan Mujair;

14. Jalan Patimura;

15, Jalan Salak;

16. Jalan Seluang;

17. Jalan Subur;

18. Jalan Tengiri;

19. Jalan Tongkol;

20. Jalan Wijaya Kusuma;
21.Jalan WR, Supratman;

22. Jalan Yos Sudarso;

23. Jalan Adipati Raya;

24. Jalan Madukoro;

25. Jalan Stadion Tejosari; dan
26. Jalan Tengpiri.

Tempat evakuasi bencana yang tersebar di seluruh lapangan wilayah
Kota Metro.

CEND DB WN

(7) Sistem Jaringan Drainase scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf T,
meliputi:

a.

b.

C.

Jaringan drainase primer, meliputi:

1. Sungai Way Raman dan Anak Sungai Way Raman;

2. Sungai Way Sekampung dan Anak Sungai Way Sekampung;

3. Sungai Way Bunut dan Anak Sungai Way Bunut; dan

4. Sungai Way Batanghari dan Anak Sungai Way Batanghari,

Jaringan drainase sekunder, meliputi setiap ruas jalan kolektor dan lokal
yang berada di Kota Metro; dan

Jaringan drainase tersier, meliputi setiap ruas jalan lingkungan yang
berada di Kota Metro,

(8) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

PECFT TR N0 Ro OB

Jalan Mayjen Ryacudu;
Jalan Sudirman;

Jalan Mr. Gele Harun;
Jalan AH. Nasution;

Jalan Alamsvah RPN:
Jalan Agus Salim

Jalan Ade Irma Suryani;
Jalan Z.A Pagar Alam;
Jalan Jenderal Ahmad Yani;
Jalan Ki Hajar Dewantara;
Jalan Sutiyeso;

Jalan Soaro Sudarmo;

. Jalan Raden Intan; dan

Jalan Diponegoro.
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(9) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimalksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
. Jalan Diponegoro;
Jalan Raden Intan:
Jalan Sutiyoso;
Jalan Z.A. Pagar Alam;
Jalan AH. Nasution;
Jalan Mr. Gele Harun;
Jalan Ki Hajar Dewantara;
Jalan Jendral Ahmad Yani;
Jalan Alamsyah RPN;
Jalan Jendral Sudirman;
Jalan Mayjend Ryachudu;
Jalan Soekarno-Hatta;
. Jalan Imam Bonjol;
Jalan Sutan Syahrir;
Jalan Hasanudin;
Jalan Yos Sudarso; dan

. Jalan Wolter Monginsidi.

(10) Rencana sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geomeltri dan
ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII vang merupakan bagian tidak
lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

@
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BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) Rencana Pola Ruang meliputi:
a. Kawasan Lindung: dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,
meliputi :
a. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
b.  Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 19
Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
dengan kode PS seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar meliputi
sempadan sungai, danau atau waduk vang tersebar di Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat,
Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Hadimulyo
Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur,
Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Metro Kecamatan
Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metrg Barat, Kelurahan Purwoasri
Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara,
Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Sumbersari Bantul
Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur dan
Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur.
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Paragraf 2
Ruang Terbuka Hljau
Pasal 20

(1) Ruang Terbuka Hijau schbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas

kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar, terdini atas:
a. Rimba kota dengan kode RTH-1;
b. Taman kota dengan kode RTH-2,;
¢. Taman kecamatan dengan kode RTH-3;
d. Taman RW dengan kode RTH-5; dan
e. Pemakaman dengan kode RTH-7,

(2) Rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode RTH-1

(3)

(4)

(5)

(6)

berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatlan Metro Barat, Kelurahan
Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwoasri Kecamatan Mctro
Utara, Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan
Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, dan Kelurahan Tejosari Kecamatan
Metro Timur.

Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2
berada di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan
Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan
Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan
Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margorcjo Kecamatan Metro
Sclatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurshan Mulyojati
Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, dan
Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.

Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ dengan kode
RTH-3 tersebar di Kelurahan Hadimulye Timur Kecamatan Metro Pusat,
Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Margorejo
Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Tumur,
dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-5
tersebar di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan
Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro
Selatan, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Mulyojati
Kecamatan Meiro Barat, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, dan
Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-
7 yang tersebar di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Ulara, Kelharahan
Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan
Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan
Hadimulyo Timur Kecamalan Metro Pusat, Kelurahan Imopuro Kecamatan
Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Kelurahan
Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro
Selatan, Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Metro
Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Maulyojati Kecamalan Metro Barat,
Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Purwosan
Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan,
Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan, Kelurahan Tejo
Agung Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur,
Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosomulyo
Kecamatan Metro Pusat, dan Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 21

Kawasan Budi Dava sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hurul b
terdiri atas:

a., Kawasan Pertanian dengan kode P;
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Kawasan Perikanan dengan kode 1K-2;

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KFPI;
Kawasan Pariwisata dengan kode W;

Kawasan Permukiman dengan kode PM;

Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
Kawasan Perkantoran dengan kode KT;

Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Pertanian
Pasal 22

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan
kode P seluas kurang lebih 3.573 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga)
hektar, terdiri atas:

a.
b.
g

Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
Kawasan peternakan dengan kode P-4.

(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
dengan kode P-1 seluas kurang lebih 3.524 (tiga ribu lima ratus dua puluh
empat) hektar yang tersebar diseluruh wilayah Kota Metro, meliputi:

Er@gnapspgrETeEe e op

V.
(3) Kaw

Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat;
Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat;
Kelurahan Hadimulyoe Barat Kecamatan Metro Pusat;
Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat;
Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat;
Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur;
Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utars;
Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan;
Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat;

Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat;

. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat,

Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara;
Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara;
Kehirahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;
Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;
Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur;
Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur;

Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur;

Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat; dan
Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur.

asan tanaman pangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) scluas

kurang lebih 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar ditetapkan
sebagai Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam
bentuk pertampalan, terdapat di:

o

R T B L0

Kelarahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat;
Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat;
Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat;
Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara;
Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selalan;
Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan;
Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat;
Kelurahan Mulyvosari Kecamatan Metro Barat;
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Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara;
Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara
Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan;

. Kelurahan Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan;
Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur;
Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur;

Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur; dan

q. Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.

(4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
kode P-2 seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar yang tersebar di
Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwoasn
Kecamatan Metro Utara, dan Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan.

(5] Kawasan peternakan schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
kode P-4 berupa sentra kawasan pengembangan peternakan kondisi saat ini
seluas paling sedikit 3 (tiga) hektar terdapat di Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan pcternakan
skala kecil lainnva tersebar di seluruh kecamatan.

vopgTET

Paragraf 2
Kawasan Perikanan
Pasal 23
Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa
kawasan perikanan budi daya dengan kode 1K-2 kondisi saat ini seluas paling
sedikit 2 (dua) hektar terdapat di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara,
dan arahan pengembangan kegiatan perikanan skala kecil lainnya tersebar di
seluruh kecamatan.

3
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 24
Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c
dengan kode KPI seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar yang berada di
Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kelurahan Purwoasri Kecamatan
Metro Utara, dan arahan pengembangan kegiatan peruntukan industri kecil dan
mikro tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata
Pasal 25
Kawasan Pariwisata scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan kode
W kondisi saat ini seluas paling sedikit 4 (empat) hektar yang berada di
Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Barat, dan arahan pengembangan
kegiatan pariwisata lainnya tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf S5
Kawasan Permukiman
Pasal 26
(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e
dengan kode PM seluas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh
sembilan) hektar meliputi:
ga. Kawasan perumahan dengan kode R;
b. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS, dan
c. Kawasan infrastrukiur perkotaan dengan kode TR.
(2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a dengan
kode R seluas kurang lebih 3.213 (tige ribu dua ratus tiga belas) hektar
tersebar diseluruh wilayah kota.
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(3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan kode FUS seluas kurang lebih 62 (cnam puluh dua) hektar
berupa kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, dan
kawasan peribadatan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Metro.

(4) Kawasan Infrastrukiur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
¢ dengan kode IR seluas kurang lebih 4 (empat) hektar berupa gardu listrik du
Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dan tempal pemrosesan akhir
(TPA) sampah di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.

Paragraf 6
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 27
Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf [
dengan kode K scluas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektar yang
berada di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Ganjar
Asri Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro
Pusat, Kelurahan Imopurc Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Iring Mulyo
Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan
Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro
Timur, Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Yosorejo
Kecamatan Metro Tumur.

Paragraf 7
Kawasan Perkantoran
Pasal 28
Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan
kode KT seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar yang berada di
Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kelurahan Metro Kecamatan Metro
Pusat dan Kelurahan Yasorcjo Kecamatan Metro Timur.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 29
Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan
kode TR berupa terminal tipe B seluas kurang lebih 1 (satu} hektar terdapat di
Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat.

Paragrafl 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 30
(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf i dengan kode HK seluas kurang lebih 5 (lima) hektar yang terdapat di
Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat dan Kelurahan Imopuro
Kecamatan Metro Pusat.
(2) Rincian fasilitas pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0411 KM berada di Kelurahan
Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat;
b. Komando Rayvon Militer (Koramil) 01 berada di Kelurahan Iring Mulyo
Kecamatan Metro Timur;
c. Komando Rayon Militer (Koramil) 02 berada di Kelurahan Purwoasri
Kecamatan Metro Utara;
d. Komando Rayon Militer (Koramil) 03 berada di Kelurahan Margorgjo
Kecamatan Metro Selatan;
e. Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kelurahan Imopuro Kecamatan
Metro Pusat; dan
f. Polisi Sektor {Polsck) yang tersebar di setiap Kecamatan Kota Metro.
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BAB V1
KAWASAN STRATEGIS KOTA
Kesatu
Kawasan Strategis Kota
Pasal 31

(1) Kawasan Strategis Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

meliputi:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.,

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan di
Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro
Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa
lainnya tersebar di seluruh kecamatan;

b. Kawasan strategis peruntukan industri berada di Kecamatan Metro
Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro
lainnyva tersebar di seluruh kecamatan; dan

¢. Kawasan strategis pariwisala ditetapkan di Kecamatan Metro Barat,
Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan
pariwisata lainnya dapat tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro Timur,
Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di
scharuh kecamatan;

b. Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat,
Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di
seluruh kecamatan; dan

c. Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Scjarah (RIS), Menara Masjid
Tagws dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan
Metro Pusat.

Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelinan detail informasi skala

1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu} sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota
Pasal 32

Tujuan pengembangan Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota
ditetapkan di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan
Kecamatan Metro Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan
dan jasa lainnya tersebar di seluruh kecamatan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, adalah mewujudkan kawasan perdagangan
dan jasa skala kota yang dapat melayani penduduk kota dan wilayah
sekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang
kegiatan ekonomi.

Tujuan pengembangan Kawasan strategis peruntukan industri berada di
Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil
dan mikro lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 avat (2) huruf b, adalah mewujudkan kawasan peruntukan
industri yang terpusat sehingga dapat memperkokoh pondasi perekonomian
dan memacu pertumbuhan ekonomi.
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(3)

(4)

(1)

(2)

Tujuan pengembangan Kawasan strategis pariwisata ditetapkan di Kecamatan
Metro Barat, dan Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan
kegiatan pariwisata lainnya dapat tersebar di seluruh kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf ¢, adalah mewujudkan
pengembangan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber
daya alam maupun buatan serta mendukung pengembangan agrowisata
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan
Budaya meliputi Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan Metro
Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di
sceluruh kecamatan, Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro
Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan keschatan lainnya tersebar di
seluruh kecamatan: dan Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah
(RIS}, Menara Masjid Tagwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di
Kecamatan Metro Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3],
adalah memperkuat kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya
manusia melalui peningkatan standar pelayanan perkotaan yang bersinergis
untuk mendukung kota pendidikan dan pemerataan pelayanan kesehatan
menuju masyarakat sejahtera melalui optimalisasi akses pelayanan
kesehatan yang berkualitas.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 33
Arahan pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa pusat kota ditetapkan
di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro
Timur, untuk arahan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya
tersebar di seluruh kecamatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
{2) huruf a, terdiri atas:
a. Pengembangan pusal perdagangan dan jasa pada setiap pusat
pelayanan;
b. Penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki; dan
c. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan komersil, dan
pengembangan sistem perparkiran.
Arahan pengembangan Kawasan peruntukan industri berada di Kecamatan
Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan industri kecil dan
menengah lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan
pergudangan; dan
b. Pengembangan kawasan peruntukan industri diarehkan di Kecamatan
Metro Utara, untuk kawasan peruntukan industri kecil dan mikro
lainnya tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Arahan pengembangan Kawasan pariwisata ditetapkan di Kecamatan Metro

Barat, dan Kecamatan Metro Utara, untuk arahan pengembangan kegiatan
pariwisata lainnya tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf ¢, terdin atas:

a. pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata alam dan non
alam (buatan);

b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;

c. pengembangan akomodasi wisata, seperti hotel, penginapan, bank,
money changer, biro perjalanan, rumah makan/restaurant, pusat-pusat
perdagangan dan penunjang lainnya;

d. melakukan promosi wisata kaitannya dengan obyek wisata yang akan
dikembangkan di Kota Metro, maupun obyeck-obyek wisata yang ada di
sekitar Kota Metro;
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e

f.

g

pengembangan paket-paket wisata yang ada di Kota Metro dan obyek
wisata yang ada di sekitar Kota Metro;

parade budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan
kolektor primer dan jalan kolektor sekunder; dan

perencanaan dan pembangunan 3 (tiga) destinasi wisata potensial di
Kota Metro yaitu revitalisasi Taman Merdeka, penataan Taman Wisata
Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul, perencanaan dan pembangunan
destinasi wisata sekitar Dam Raman.

(4) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Pendidikan berada di Kecamatan
Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya
tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan Strategis Keschatan berada di
Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan
lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan Kawasan Cagar Budaya Rumah
Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Tagwa dan Rumah Bersalin Santa
Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3), terdiri atas:

a.

e i

Pengembangan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis
potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional;

Penetapan dan pengembangan zona pendidikan tinggi;

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan Pendidikan; dan
Peningkatan  kualitas kesehatan dengan pemerataan pelavanan
kesehatan menuju masyarakatl sejahtera melalui optimalisasi akses
pelayanan kesehatan yang berkualitas (sarana, prasarana, dan SDM);

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e
terdiri atas:

8.

b.

c.

Ketentuan KKPR;
Indikasi pregram utama; dan
Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 35

(1) KKPR secbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:

a.
b.

KKPR untuk kegiatan berusaha;
KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan

¢. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melahui:

a.

Konfirmasi KKPR;

b. Persetujuan KJSPR; dan

C.

Rekomendasi KKPR.

(3) Pelaksanaan KKPR scbagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Pasal 36

(1] Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b terdiri atas;

.

Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang
berisi:

1. Program Utama;
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Lokasi;

Sumber Pendanaan;

Instansi Pelaksana: dan

Waktu Pelaksanaan.

b. Indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima
tahun keempat yang berisi program utama:
1. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
2. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
3. perwujudan kawasan strategis wilayah kota.
(2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
AtAs:
a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
¢. Perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.
(3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3, bersumber pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
¢, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
d. Investasi swasta; dan
¢. Kerjasama pembiayaan.
(4) Instansi pelaksana program utama scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah provinsi;
¢. Pemerintah kota;
d. Dunia usaha;
¢. Kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
f. Masyarakat.

(5) Kerjasama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dan pada ayat (4) huruf e,
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XI dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

SERERS

Pasal 37
(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
a. Perwujudan struktur ruang wilayah kota;
b. Perwujudan pola ruang wilayah kota;
¢. Perwujudan kawasan strategis kota.
(2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat
kegiatan perkotaan.
b. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
a) peningkatan jalan kolektor;
b) peningkatan jalan lokal;
¢] peningkatan jalan lingkungan;
d) rencana pengembangan jalur lingkar kota; dan
e] pengembangan terminal penumpang dan terminal barang,
2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi pengembangan
jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api
antarkota.
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(3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Perwujudan kawasan lindung, terdin atas:
1. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
al Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai,
b) Penataan dan pemeliharaan kawasan scmpadan sekitar
danau/waduk; dan
¢) Pengembangan RTH.
2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
a) Pengembangan laman kota;
b} Pengembangan taman kecamatan;
¢) Pengembangan taman kecamatan baru;
d) Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
¢) Penyediaan taman RW;
fi) Penyediaan pemakaman baru,
@) Pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH
(sempadan sungai, sempadan jalan dan irigasi);
h) Penyediaan RTH kawasan perumahan;
i) Penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan
jl Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian yang akan
dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru
wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik
dari luas total lahan yang akan dikembangkan.
b. Perwujudan kawasan budi daya, terdini atas;
1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B);
b} peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
¢)] pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian
tanaman pangan.
2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;
b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi; dan
c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
a) pengembangan kawasan peruntukan industri (KPl); dan
b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung
kawasan peruntukan indusiri.
4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
a) penyusunan profil kawasan pariwisata;
b) penataan dan pemantapan kawasan wisala; dan
¢) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar di seluruh
kecamatan.
5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
a) penataan kawasan perumahan;
b) pemingkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan;
¢} pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman;
d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan
dan/atau perumahan komersil;
¢} penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
fy pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, mehpuli:
a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
dan
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¢) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan

jasa.
7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan
perkantoran.
& perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan
transportasi.

9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi
peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan
pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a.
b.

Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Pasal 38

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:

a,
b.
c.

perwujudan struktur ruang wilayah kota,
perwujudan pola ruang wilayah kota;
perwujudan kawasan strategis kota.

(2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

EL.

b.

perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat

kegiatan perkotaan.

perwujudan sistem jaringan transportasi;

1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

a) peningkatan jalan kolektor;

b} peningkatan jalan lokal;

c] peningkatan jalan lingkungan;

d) rencana pengembangan jalur lingkar kota; dan

e) pengembangan terminal penumpang dan terminal barang.

2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi pengembangan
jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api
antarkota.

perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan

infrastruktur ketenagahistrikan, meliputi:

1. pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara
tegangan tinggi (SUTT) 150 Ky;

2. pengembangan SUTM dan SUTR; dan

3. pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik.

pcrwu]udaﬂ sistem jaringan telekomunikasa, mt:hputl
perwujudan jaringan tetap hempa oplimasi jaringan serat optik;

2. perwujudan infrastruktur jaringan tetap berupa optimasi seluler dan
lokasi sentral telekomunikasi; dan

3. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
al] pengembangan jaringan bergerak seluler berupa BTS; dan
b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak satelit.

perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwyjudan

jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, mehiputi:

1. pemeliharaan jaringan irigasi (DI);

2. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI);

3. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan

4. pembangunan embung.

perwujudan infrastrukiur perkotaan, meliputi:

1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
a) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM] regional;
b) pengembangan unit air baku;
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¢) pengembangan unit produksi;

d) pengembangan jaringan produksi;

e} pengembangan unit distribusi;

) peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih
perpipaan; dan

gl pemeliharaan sumur pompa.

2. perwujudan sistemn pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:

a) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPALJ;

b) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga
individual; dan

¢} revitalisasi dan peningkatan pengolahan IPLT di Kelurahan
Karangrejo Kecamatan Metro Utara,

3. perwyjudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun [B3) berupa pengembangan sistemn pengelolaan limbah B3.

4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS);

b) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan

¢} pengembangan sistemm Pengelolaan Persampahan Berbasis
Masyvarakat (TPS3R).

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa
penvediaan jalur evakuasi bencana;

b) penyediaan ruang evakuasi bencana; dan

c] pemasangan rambu-rambu (signage] jalur evakuasi dan papan
informasi bencana.

6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:

a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer,

b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan

¢) pengembangan jaringan drainase tersier.

7. perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa
pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di
kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata.

{3) Perwujudan rencana pola ruang wilavah kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perwujudan kawasan lindung, terdin atas:

1. perwujudan kawasan perlindungan setempal, meliputi:

a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;

b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar
danau/waduk; dan

¢) pengembangan RTH.

2. perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, mehputi:

a) pengembangan taman kota;

b} pengembangan taman kecamatan;

c) pengembangan taman kecamatan bary;

d) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;

e} penyediaan taman RW Baru;

f) penyediaan pemakaman baru;

gl pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH
(sempadan sungai, sempadan jalan, irigasi);

h) penyediaan RTH kawasan perumahan;

ij penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan

j] penvediaan RTH pada kawasan pertanian yang akan
dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru
wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik
dari luas total lahan yang akan dikembangkan.



b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:

1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi

a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertamian Pangan
Berkelanjutan (KP2B}),

b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan

¢)] pembangunan prasarana dan sarana penunjang perlanian
tanaman pangan.

2. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:

a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;
b) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi.; dan
c) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

3. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:

a) pengembangan kawasan peruntukan Industri skala kecil dan
menengah; dan

b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung
kawasan peruntukan industn.

4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:

a) penyusunan profil kawasan pariwisata;

b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan

c¢) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.

d) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar di seluwruh
kecamatan.

3. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
a4l penataan kawasan perumahan;

b) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan

¢) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman,

d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan
dan/atau perumahan komersil;

¢) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

i pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.

6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:

a] penataan kawasan perdagangan dan jasa;

b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
dan

c) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan
jasa.

7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan
perkantoran.

8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan
transportasi.

9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliput
peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan
pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis kola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
8. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. penataan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya.

Pasal 39
(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 {lima) tahun kempat terdiri atas:
a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
b. perwujudan pola ruang wilayvah kota;
c. perwijudan kawasan strategis kota.
(2) Perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada avat
{1} huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusal-pusat
kegiatan perkotaan.
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5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

al peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa
penyediaan jalur evakuasi bencana:

bj penyediaan ruang evakuasi bencana: dan

€) pemasangan rambu-rambu (signage) jalur evakuasi dan papan
informasi bencana.

perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:

a) peningkatan kualitas jaringan drainase primer:

b) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan

¢) pengembangan jaringan drainase tersier,

perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa

pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di

kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata.

(3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:

1,

perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:

a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;

b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan  sekitar
danau/waduk; dan

c) pengembangan RTH.

perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:

a)] pengembangan taman kota:

b) pengembangan taman kecamatan;

c] pengembangan taman kecamatan baru;

d) pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijay;

€) penyediaan taman RW Baru;

f) penyediaan pemakaman baru;

g pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH
{sempadan sungai, sempadan jalan, irigasi);

h) penyediaan RTH kawasan perumahan;

i) penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan

il Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian vang akan
dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan bary
wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik
dari luas total lahan yang akan dikembangkan.

b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:

1.

perwujudan kawasan pertanian, meliputi:

a) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B);

b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan

¢} pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian
tanaman pangan.

perwujudan kawasan perikanan, meliputi;

a) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;

b} pengembangan budi daya perikanan pola mina padi; dan

¢) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan,

perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:

a) pengembangan kawasan peruntukan Industri skala kecil dan
menengah; dan

b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung
kawasan peruntukan industri.

4. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:

a) penyusunan profil kawasan pariwisata:

b) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan

¢) pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.

d) pengembangan kawasan pariwisata baru vang tersebar diseluruh
kecamatan.
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5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
a) penataan kawasan perumahan:
0] peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan
¢) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman,
d) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan
dan/atau perumahan komersil:
¢) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial: dan
[} pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
dan
c] pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan
Jasa,

7. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan
perkantoran.

8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan
transportasi.

9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi
peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan
pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan

b. penataan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budava.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 40
(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf ¢ dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.

{3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan indikasi
program utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan  dengan
menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan
kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 41
(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menghasilkan dokumen:
a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima)
tahunan; dan
b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 {satu)
tahunan,
(2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan
dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.
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BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
Ketentuan umum zonasi;
Ketentuan insentif dan disinsentif: dan
Arahan sanksi: dan
Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 43
Paragraf 1
Umum
(1) Ketentuan umum zonasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a
disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang,
sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar
pemberian KKPR.
(2} Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

@ ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan
ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan
vang tidak diperbolehkan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sctiap kawasan yang
meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien
lantai bangunan;

c. Ketentuan sarana dan prasarana minimum scbagai dasar fisik
lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat
berfungsi secara optimal; dan

d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan
kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

B0 op

Pasal 44
(1) Ketentuan umum zonasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43 avat (2)
terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
b. ketentuan umum zonasi pola ruang.
(2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat pelayanan;
ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi:
ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan.
(3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung;
b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya; dan
c. ketentuan khusus.

mOLO TP
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Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 45

(1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.
b.
C.

Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan kota;
Ketentuan umum zonasi untuk sub pusat pelayanan kota; dan
Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan.

{2} Ketentuan Umum Zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a.

Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pusat pemerintahan kota;

2. kegiatan perdagangan dan jasa;

3. kegiatan pelayanan olahraga;

4. kegiatan pelayanan transportasi;

5. kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;

6. kegiatan pelayanan kesehatan;

7. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

8. kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan kota

berupa kegiatan vang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan
peran kawasan;

Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan,

serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat

pelayanan kota;

Penyediaan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan

perkotaan;

Ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas

menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan

Penyediaan prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

I. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas
penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan
tempat parkir/jalur sepeda seria fasilitas halte yang terintegrasi
dengan pedestrian;

2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat
pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;

3. ‘terpenuhinya sanitasi, pengelolaan limbah, jaringan listrik, drainase
dan air bersih;

4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran;
dan

5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan
menyatu dengan sistem drainase kota.

(3] Ketentuan Umum Zonasi untuk Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurul b meliputi:

Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

. kegiatan pusat pemerintahan;

kegiatan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota;
kegiatan pelayanan olahraga skala sub pusat pelayanan kota;
kegialan pelayanan transportasi;

kegiatan pelayanan pendidikan;

kegiatan pelayanan keschatan skala sub pusat pelayanan kota; dan
kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala
sub pusat pelayanan kota.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan ekonomi,
sosial, budaya dan administrasi yang melayani sub wilayah kota;
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¢. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan,
serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan Sub Pusat
Pelayanan Kota;

d. penyediaan RTH paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas kawasan
perkotaan;

¢. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sub pusal pelayanan
kota meliputi:

1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta
prasarana pengolahan sampah dan limbah:
2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan,
serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan
3. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana.
(4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pusat pelayanan lingkungan meliputi
kegiatan ckonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan
permukiman kota;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan
lingkungan berupa kegiatan vang memiliki skala pelayanan melebihi
fungsi dan peran kawasan,

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi
kegiatan pertambangan dan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan
sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kegiatan lainnya
vang tidak sesuai dengan peruntukan pusat pelayanan lingkungan;

d. penyediaan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas
kawasan perkotaan; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan
meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, sanitasi, telekomunikasi, air
bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan
ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 46
(1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
b. Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum;
b. Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
c. Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal barang,
(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) huruf a, terdin atas:

a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum yang berupa jalan kolektor
primer, jalan kolektor sckunder, jalan lokal primer, dan jalan lokal
sekunder, dan jalan lingkungan primer meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan
jalan, meliputs:

a] pengembangan jalur hijau, jahir pejalan kaki, dan jalur sepeda;

b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan
jalan, jalur pemissh, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng,
ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong,
perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
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¢] ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan,
pelebaran jalan, dan penambahan Jalur lalu lintas di masa akan
datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan
pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi,
serta bangunan utilitas tertentu dalam tuang milik jalan tidak
mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

a] pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang
pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran
lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

bj alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di
sepanjang sisi jalan.

(4) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

l. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan
dengan hiasan terminal; dan

2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan
terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu
lintas angkutan jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain
scbagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di
sekitar terminal;

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu
kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan laly lintas dan
angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama
dan fasilitas penunjang;

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang
meliputi:

L. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur
kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum,
bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau
pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu
dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran  parkir
kendaraan pengantar; dan

2. lasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang disabilitas, kamar
kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang
informasi dan pengaduan, telepen umum, tempat penitipan barang, alat
pemadaman kebakaran, dan taman,

(S) Ketentuan umum zonasi di sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, kegiatan operasional, penunjang
operasional, dan pengembangan terminal barang;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi, kegiatan perdagangan
dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf
a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal barang;

C. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, kegiatan Yang mengganggu
keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
serta fungsi fasilitas parkir angkutan barang;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas KDB maksimal 60%
(enam puluh persen), KLB maksimal 4 (empat), KDH minimal 20% (dua
puluh persen); dan
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€. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan
guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara
optimal, terdiri atas:

1

fasilitas utama terdiri atas: jalur keberangkatan, jalur kedatangan,
tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan
hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara
terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas
penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan
barang dan fasilitas penimbangan;

2. [asilitas penunjang terdiri dari; pos kesehatan, fasilitas kesehatan,

fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran: dan

3. fasilitas umum terdinn  atas: toilet, rumah makan, fasilitas

telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi
pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas kebersihan, fasilitas
perdagangan, industri, dan pertokoan.

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1

- penyediaan penanda kesclamatan jalur sempadan rel kereta api;

2. kawasan disekitar sistem jaringan kereta api dilengkapi dengan RTH;

dan

3. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan

RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak
lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta

api dan jalan;

3. permukiman cksisting yang ada pada garis sempadan re]l kereta api

secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap
rel kereta api; dan

4. pemanfaatan garis sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan

RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1

2

- pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan
dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan

- pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan
keselamatan transportasi perkeretaapian.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi
Pasal 47

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf ¢ berupa ketentuan umum zonas;
untuk penyaluran tenaga listrik.

a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar
sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi;

1

2

- kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau (RTH), dan
kegiatan pertanian tanaman pangan.

- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa sarana prasarana
penunjang, fasilitas pendukung operasional, dan pemanfaatan ruang
yang berada di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik dengan
memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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a. kegiatan vang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang di sekitar
jaringan transmisi tenaga listrik yang berada di dalam daerah bahaya.
4, prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan
sarana minimum untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik
meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan
transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis

jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

b. ketentuan umum zonasi di sckitar jaringan distribusi tenaga listrik berupa
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan
Rendah (SUTR), meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau (RTH), dan
kegiatan pertanian tanaman pangan.

2, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan
jaringan pipa gas dan pemanfaatan ruang yang berada di sekitar
jaringan distribusi tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu
fungsi jaringan distribusi tenaga listrik.

4. ketentuan intensitas dialur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

5. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

6, ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi
Pasal 48
(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan

b. Ketentuan umum zonasi di sckitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan vang diperbolehkan, terdiri atas:
|. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai

peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan
menara microcell dengan memperhatikan keamanan dan karakleristik
kawasan;

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat
menggangeu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan

d. ketentuan intensitas untuk janngan tetap dengan ketentuan ketinggian
bangunan terbatas dan bebas interferensi.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufl b, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdin atas:
1.instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan
kebutuhan dan karaktenstik kawasan;

2. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH); dan

3. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

b. kegiatan vang diperbeiechkan dengan svarat berupa pengembangan
menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan.
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¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan vyang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan
mengganggu fungsi dan layanan BTS;

2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan
telematika;

3. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan
ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan

4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa
pagar pengaman /pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

6
Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Pasal 49
(1} Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) hurufl e berupa ketentuan
umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
¢. ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.

{3) ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. kcgtatan yang dlpcrbuiehkan. terdin atas:
1. pengembangan jaringan irigasi;
2. pembangunan jalan inspeksi;
3. pemasangan papan pengumuman/ larangan;
4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
5. pondasi jembatan /jalan; dan
6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti
dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/
pengukur debit air/pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdin atas:
. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnva;

. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih,

. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;

. sarana prasarana pendukung pariwisata;

. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;

. pengembangan jaringan berupa f{iber optik di bawah tanah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. pengembangan jaringan pipa gas;

. pembangunan jembatan dan jalan berikut sarana pendukungnysa,
pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi,
dan sistem pengembangan jalan; dan

9. pengembangan RTH eksisting.

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan
bangunan yang berpotensi merusak jaringan sumber daya air pendukung
pertanian dan kegiatan yang dapal mengganggu fungsi saluran, bangunan
dan drainase;

d.ketentizan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri atas KDB
maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
dan KDH minimal 20% (dua puluh) persen.

€. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu
pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelenghkapan bangunan yang
difjinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

0o =~ (o 0 A S
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(4) Ketentuan umum =zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdin atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi, sarana dan prasarana
penunjang sistem pengendalian banjir, rentangan kabel listrik dan
telekomunikasi, jalur pipa gas dan air minum.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang
berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.

(5) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan vang diperbolehkan, meliputi:

1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung bangunan
sumber daya air;

2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air
bersih; dan

3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan
irigasi.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
|. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;

2. bangunan dan tanaman penunjang pengaman bangunan sumber daya
air; dan
3. Pengembangan pertanian dan RTH.

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

l. bangunan vang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi
bangunan sumber daya air; dan

2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi
mencemari Bangunan Sumber Daya Air.

d. intensitas bangunan berupa KDB vang diijjinkan 10% (sepuluh) persen,
KLB 1 (satu), KDH 90% (sembilan puluh) persen sesuai dengan ketentuan

bangunan vang berlaku.
Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan
Pasal S50

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf [ meliputi:
a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM];
b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
¢. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3);
d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi beneana;
f. ketentuan umum zonasi di sckitar sistem drainase,
g. ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
h. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdir alas:
1. kegiatan budi daya di atas jaringan sistem penyediaan air minum yang
tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
2. kegiatan penyediaan air minum;
3. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
4. pembangunan SPAM.
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b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan sistem penyediaan
air minum; dan

2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air
minum.

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

l. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem penyediaan air
minum;

2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem penyediaan air
minum;

3. kegiatan yang tidak terkait dengan penyediaan air minum,;

4, kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi
mengganggu jaringan sistem penyvediaan air minum, dan

5. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan
sistem penyediaan air minum.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu
fungsi dan layanan jaringan;

2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;

3. bangunan pendukung [PAL; dan

4. pembangunan IPLT.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan

2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air
limbah.

¢, kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan vang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;

2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah:;

3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah:

4, kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;

5. kegiatan fungsi budi daya di sckitar kawasan yang berpotensi
mengganggu instalasi air limbah; dan

6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di [PAL.

d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengelolaan air
limbah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku;
dan

e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air
limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan
kolam maturasi.

(4) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan lmbah bahan
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
terdin atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa penyediaan TPS
Limbah B3 di sekitar sumber penghasil Limbah B3;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan diamur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa bak pengumpul limbah B3 dari
sumber penghasil limbah B3, tempat parkir kendaraan angkutan dan
pagar tembok keliling lengkap; dan
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e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk sistem pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri atas:

1. lokasi penyimpanan limbah B3 dari sumber penghasil limbah B3
merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat
direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

2. penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dari sumber penghasil limbah
B3 dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama; dan

3. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang
dihasilkan dari sumber penghasil limbah B3 mengacu pada ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku,

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;

a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;

2. RTH produktif maupun non produktif; dan

3. bangunan pendukung pengolah sampah,

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

l. Kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan permukiman dalam jarak
yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain
yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA; dan

2. Kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti
penelitian dan pembinaan masyarakat.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak
berhubungan dengan pengelolaan sampah;

d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30% (tiga
puluh persen), KDB maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan KLB
maksimal sebesar 2,1 (dua koma satu)

€, prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar,
fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas
pcnunjang,.

f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah
dilakukan melalti kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-
undangan vang berlaku.

(6) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melipuri:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan RTH; dan

2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak
sesual dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan

d. prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi
dengan jalur evakuasi dan petunjuk arah serta sarana dasar seperti
sumber air bersih dan MCK, alat pemadam kebakaran atau
pengembangan  jaringan  fire hydrant guna pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran.

(7) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf [ meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan RTH; dan

2. jaringan sistem pejalan kaki.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu
fungsi sistem jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah,
pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem
jaringan drainase; dan
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d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi
jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring pah.

(8) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf g meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH:

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan
yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan
kaki;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, vaitu kegiatan pembangunan yang
dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki: dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki yaitu
fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel, lampu
penerangan dan sarana pelengkap jalur pedestrian.

(9) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan RTH, sarana dan
prasarana penunjang jalur sepeda;

b. kegiatan vang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan
yang tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana jalur sepeda;

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan, vaitu kegiatan pembangunan yang
dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur sepeda; dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jalur sepeda mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Ketentnan Umum Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 51
(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (3} huruf a terdiri atas:
a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan
b. Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau;
(2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
l. ruang terbuka hijau;
2. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
4. jembatan/jalan; dan
5. bangunan sumber daya air, bangunan pengendali banjir, gardu listrik,
bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
6. kegiatan pengembangan jaringan atau rentangan pipa air minum; dan
7. kegiatan penunjang untuk pariwisata dan pertanian.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. bangunan penunjang objek wisata air;
2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
3. bangunan pengolahan air limbah;
4, bangunan eksisting; dan
5. pemasangan papan reklame/pengumuman;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi
wilayah sungai; dan
2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi
mencemari sungai.
d. ketentuan intensitas berupa KDB yang diijinkan 10% (sepuluh) persen,
KLB 0,1 {nol koma satu), KDH 90% (sembilan puluh) persen sesuai
ketentuan bangunan vang dimaksud;
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prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan

sctapak, kelengkapan bangunan air yang diijjinkan, dan bangunan

pelindung terhadap sedimentasi dan banijir;

ketentuan lain-lain, terdin atas:

1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;

2. penyediaan rambu dan peringatan kesclamatan terkait dengan badan
215,

3. bangunan cksisting pada kawasan perlindungan setempat tidak
diperbolehkan menambah intensitas bangunan.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a,

ketentuan umum zonasi rimba kota, taman kota, taman kecamatan,

taman RW meliputi:

l. kegiatan yang diperbolehkan untuk fungsi resapan air, olah raga di
ruang terbuka dan evakuasi bencana,

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan penunjang
ruang terbuka hijau, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa
mengubah bentang alam;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang
menggangu fungsi RTH,

4. ketentuan intensitas ruang terbuka hijau rimba kota, taman kota,
taman kecamatan, taman RW dengan besaran KDB yang diijinkan £10%
(kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB < 0,1 (kurang dari
atau sama dengan nol koma satu) dan KDH 2= 90% (lebih dari atau sama
dengan sembilan puluh) persen;

5, prasarana dan sarana minimum meliputi pedestrian dan jalur sepeda
yang dilengkapi dengan petunjuk arah dan informasi, jogging track,
lampu penerangan dan sarana pelengkap ruang terbuka hijau; dan

6. ketentuan lain-lain berupa bangunan eksisting pada kawasan ruang
terbuka hijau tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan.

. ketentuan umum zonasi pemakaman meliputi;

1. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan pemakaman, dan bangunan
penunjang pemakaman;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk fungsi resapan air;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang
menggangu fungsi pemakaman;

4. ketentuan intensitas pemakaman dengan besaran KDB yang diijinkan
<10% (kurang dari atau sama dengan sepuluh] persen, KLB = 0,1
(kurang dari atan sama dengan nol koma satu) dan KDH = 90% (lebih
dari atau sama dengan sembilan puluh) persen; dan

O. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan sctapak, sarana
pelengkap pemakaman, dan lampu penerangan.

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:

a.
bi
C.

i.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian;
Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan;
Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri;

d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata;

e

f. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
g
h.

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman;

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran;
Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi; dan
Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.



jdih metrokota.qo id

Pasal 53
(1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;

b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan

c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan tanaman pangan;

2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian
beririgasi; dan

3. bangunan prasarana penunjang pembangunan ekonomi; dan

b. kegiatan yang diperbolchkan dengan syarat, terdiri atas:

1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;

2. kegiatan wisata berbasis pertanian (agrowisata);

3. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau  kegiatan strategis
nasional yang menggunakan lahan pertanian tanaman pangan
dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;

4. bangunan penunjang pertanian;

5. permukiman eksisting;

6. kegiatan perikanan budi daya;

7. kegiatan peternakan skala mikro dan kecil diluar KP2B: dan

8. pengembangan kawasan permukiman baru pada kawsasan tanaman
pangan diluar KP2B setelah melalui kajian kelayakan.

. kegiatan vang tidak diperbolehkan, terdini atas:

l. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi yang
termasuk dalam KP2B; dan

2. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang merusak jaringan
irigasi.

d. ketentuan intensitas di kawasan pertanian dengan besaran KDB vang
diifinkan <10% (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB < 0,1
(kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH 2 90% (lebih dari
atall sama dengan sembilan puluh) persen dan ketentuan intensitas alih
fungsi lahan pertanian maksimum 40% (empat puluh) persen di perkataan
ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

€. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfzatan untuk
pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).

f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:

1. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non
pertanian wajib diikuti oleh penvediaan lahan pertanian beririgasi di
tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

2. Penyediaan RTH publik pada Kawasan tanaman pangan vang akan
dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib
menyediakan minimal 25% (dua puluh lima persen) RTH Publik dari
luas total lahan yang akan dikembangkan.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan vang diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan pertanian lahan basah dan kering;

2. prasarana penunjang kegiatan holtikultura serta konstruksi jaringan
irigasi;

3. kegiatan perikanan budi daya; dan

4. kegiatan peternakan,
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

L. kegiatan perumahan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada lahan
yang layak digunakan untuk perumahan, sedangkan pada lahan yang
kurang layak atau mempunyai resiko terkena bencana harus dilengkapi
dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan;

2. permukiman eksisting;

3. pengembangan kawasan permukiman baru,

4. pembuatan bangunan penunjang kegiatan hortikultura; dan

5. kegiatan pariwisata berupa ekowisata khususnya wisata petik sayur-
sayuran dan buah-buahan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan vaitu kegiatan terbangun vang
merusak jaringan irigasi.

d. ketentuan intensitas di kawasan hortikultura dengan besaran KDB yang
diijinkan <10% (kurang dari atau sama dengan sepuluh) persen, KLB < 0,1
(kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH 2 90% (lebih dari
atau sama dengan sembilan puluh) persen dan ketentuan intensitas alih
fungsi lahan maksimum 40% (empat puluh) persen di perkotaan ruas
jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

c. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk
pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan

f. Ketentuan lain-lain meliputi penyediaan RTH publik pada Kawasan
hortikultura yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan
perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen)
RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.

(4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan peternakan;

2. penyediaan RTH;

3. permukiman eksisting; dan

4. fasilitas umum dan fasilitas sosial.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan penunjang
peternakan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar peternakan.,

d. ketentuan intensitas diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

€. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 54
Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan budi daya ikan;
2. permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3. sarana prasarana penunjang kegiatan budi daya ikan dan kegiatan
perikanan lainnya; dan
4. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas; dan
2. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan
perikanan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang merusak
dan berdampak negatif terhadap kawasan perikanan;
d. ketentuan intensitas berupa intensitas KDB yang diijinkan 30% (tiga
puluh) persen, KLB 0,3 (nol koma tiga) dan KDH 50% (lima puluh) persen;
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€. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung
budi daya ikan dan kegiatan lainnya; dan

f. ketentuan lain-lain berupa pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan
usaha pengembangan perikanan.

Pasal 55
Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan industri skala menengah;
2. kegiatan pergudangan;
3. kegiatan permukiman eksisting;
4. kegiatan keagamaan; dan
5. kegiatan fasilitas penunjang industri.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

. kegiatan permukiman pendukung industri;

kegiatan perkantoran;

kegiatan perdagangan dan jasa;

kegiatan perhotelan;

kegiatan terminal dan stasiun;

kegiatan campuran;

kegiatan pelayanan pendidikan;

kegiatan laboratorium;

. kegiatan pelayanan kesehatan;

10. kegiatan pariwisata;

11. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

12. kegiatan sistem pengelolaan air limbah: dan

13. kegiatan sistem jaringan persampahan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

I. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak menunjang dengan
kegiatan industri; dan

2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi vang berdampak negatif terhadap
perkembangan industri.

d. ketentuan intensitas KDB yang diijinkan <60% (kurang dari atau sama
dengan enam puluh) persen, KLB < 1,8 (kurang dari atau sama dengan satu
koma delapan) dan KDH 230% (lebih dari atau sama dengan tiga puluh)
persen;

€. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan
penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan
kantor pengelola;

f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:

1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan
jalur hijau (greenbelf) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, sarana
pengolahan sampah dan limbgh;

2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri
atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran
aksesibilitas; dan

3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk
kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

DOV G- bD

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
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Jenis bangunan yang dijjinkan adalah gardu pandang, restoran dan
fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat
pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas
pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta
bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisara
vang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata
vang akan dikembangkan;

kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rckreasi, pertunjukan dan
hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauvan,
pengawasan dan pengelolaan kawasan; dan

kegiatan wisata yang memiliki resiko terkena bencana harus dilengkapi
dengan kajian lingkungan, studi kelayakan dan mitigasi bencana.

giatan yang diperbolechkan dengan syarat, terdiri atas:

kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ckonomi yang lainnya
secara bersinergis;
pengembangan kawasan pariwisata harus dilengkapi dengan kajian
lingkungan dan studi kelayakan;

penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.

giatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang tidak berhubungan

ngan pariwisata;

tentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 60% (enam

puluh), KLB 2 (dua) dan KDH 30% (tiga puluh) persen;
¢. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

1.
2.

3

penyediaan RTH publik pada kawasan pariwisata,

prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat
mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan
disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan:
dan

penvediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan.

f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:

1.
2,
3.

4.

mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;

pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
dan

peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum 2zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, terdin atas:

a.

ketentuan umum zonasi untuk kawasan perumahan; dan

b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas

C.

sosial;
ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan.

(2) Ketentuan umum zenasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf a, terdiri atas:

i.

b.

kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. kegiatan pembangunan perumahan;

3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan
sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya

4. bangunan bersejarah tetap dipertahankan;

5. kegiatan eksisting industri kecil dan mikro: dan

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. pengembangan akomodasi wisata dengan tetap memperhatikan daya
dukung lingkungan;
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kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;

kegiatan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan

konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;

fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelavanan:

industri menengah dengan syarat mempunvai instalasi pengolahan

limbah, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;

7. industri rumah tangga atau industri kreatif dan tidak merupakan
industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan;

8. panwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan
permukiman; dan

9. tempat pembuangan sementara atau terpadu;

10. pergudangan cold storage dan ruang penyimpanan barang pendukung
kegiatan komersial usaha;

1. kegiatan peternakan skala mikro dan kecil dengan memperhatikan
kondisi lingkungan sekitar;

12. kegiatan perikanan budi dava skala mikro dan kecil dengan
memperhatikan kondisi lingkungan sekitar;

13. kegiatan perumahan vang berdekatan dengan kawasan pertahanan
dan keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan;

14. pengembangan kegiatan menara base tranceiver station [BTS) vang
dapat menimbulkan dampak sosial dan/atau dampak lainnya
mengacu pada ketentuan pératuran perundangan-undangan yang
berlaku; dan

15. pengembangan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota,

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi
kawasan perumahan;

2. ndustri yang berpotensi mencemari lingkungan:

3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan
perumahan antara lain berupa pengolah limbah dan TPA:

4. peternakan skala besar;

5. pengembangan kawasan perumahan yang bisa menyebabkan alih
fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lind ung.

d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan
ketentuan KDB maksimum 90% (sembilan puluh) persen, KLB 2 (dua) dan
KDH 10% (sepuluh) persen menyesuaikan dengan jenis peruntukkan vang
memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang dimuat lebih lanjut dalam
Rencana Detail Tata Ruang.

€. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

1. penyediaan RTH publik pada kawasan perumahan baru 10%; dan

2. penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan sarana
penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yvang dilayani;

f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:

1. pada kawasan perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan
cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman
secara partisipatif;

2. mempertahankan kawasan perumshan yang ditetapkan sebagai cagar
budaya;

3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengeganggu
lingkungan sekitarnya; dan

4. kawasan perumahan yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air

lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal

atau sumur pompa.

nalt ol

o
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(3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang
kegiatan fasilitas wmum dan fasilitas sosial;

2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung
fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sarana pejalan kaki, sarana
olahraga, sarana pendidikan, sarana keschatan, sarana peribadatan,
sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang
terbuka hijau, dan jaringan utilitas vang dilengkapi aksesibilitas
untuk difabel, toilet, sesuai standar vang berlaku; dan

3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif; dan

2. kegiatan fasilitas umum dan [asilitas sosial yang berdekatan dengan
kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai ketentuan
perundang-undangan,

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan diluar kegiatan
fasilitas umum dan fasilitas sosial;

d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan
terbangun KDB 70% (tujuh puluh) persen, KLB 3 (tiga) dan KDH 25% (dua
puluh lima) persen;

e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

1. dilengkapi (fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, [asilitas
penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat
parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan
pedestrian;

2. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disesnaikan dengan jenis
kegiatan;

3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;

4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran;
dan

5. drammase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan
menyatu dengan sistem drainase kota.

f. ketentuan lain-lain, terdin atas:

1. pembatasan pendirian bangunan pada daerah rawan bencana; dan

2. khusus bangunan yvang telesh adz pada daerah rawan bencana yvang
menimbulkan kekhawatiran atau mengancam penghuninyva, dapat
direlokasi.

(4) ketentuan umum zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa TPA
meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a)] pengembangan RTH;

b) pengembangan sarana dan prasarana air limbah;

¢) pengembangan pengelolaan TPA dengan sistemn confrolled landfill;

d) kegiatan pengoperasian TPA berupa kegiatan pemilahan,
pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat
mesin pengolah sampah, pengurugan lapis bersih (controlled
landfill), pemeliharaan TPA, indusiri terkait pengelolaan sampah dan
kegiatan penunjang operasional TPA; dan

e) kegiatan pengolahan sampah menjadi biomassa.

2. kegiatan yang diperbolehkan bersvarat, berupa kegiatan pariwisata

berbasiskan pengelolaan sampah.
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3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial dan
ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;

4. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa infrastruktur dasar
pengelolaan TPA,

5. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 30% (tiga
puluh persen), KDB maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan
KLB maksimal sebesar 2,1 (dua koma satu).

6. sarana dan prasarana minimum meliputi:
a) jaringan jalan, penerangan jalan dan tanda atau rambu keselamatan;
b} jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi,
¢) jaringan drainase; dan
d) sistem jaringan air limbah dan sistem pengelelaan sampah.

b. Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa gardu
listrik terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi ruang terbuka hijau, kegiatan
pembangunan, pengoperasian, infrastruktur kota dan pemeliharaan
prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

2. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait,
kegiatan pendukung lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan
sesuai dengan ketentuan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT), dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional Gardu Listrik;
dan

3, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan
mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;

4. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan berupa tanda
peringatan pada sectiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan
instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan Unggl dan
menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa scbagaimana

dimaksud pada Pasal 52 huruf f, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pembangunan bangunan komersial berdekatan dengan pembangunan
hunian;

2. peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk
sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang
terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata
hijau serta bentang alam; dan

3. kegiatan perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial eksisting.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. kegiatan komersial yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib
mermiliki ijin sekitar dan ijin ingkungan,; dan

2. kegiatan perdagangan dan jasa berupa hotel, restaurant/rumah makan,
pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh, ruang penyimpanan barang
pendukung kegiatan komersial usaha, SPBU dan SPBE dengan skala
besar harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mempunyai intensitas
hesar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa,

d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun
KDB 90% (sembilan puluh) persen, KLB 9,5 (sembilan koma lima) dan KDH
10% (sepuluh) persen;

e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas
penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat
parkir/jalur sepeda serta [asilitas halte yang terintegrasi dengan
pedestrian;

2. penvediaan parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;

3. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan
perdagangan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
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f.

4. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;

5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran: dan

6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan
menyatu dengan sistem drainase kota.

ketentuan lain-lain berupa pembatasan pendirian bangunan pada daerah

rawan bencana.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud
pada Pasal 52 hurul g, terdiri atas:

all

b.

L

kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan sarana pelayanan sosial

yang mendukung kegiatan perkantoran.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan yang dijjinkan bersyarat meliputi perdagangan dan jasa tunggal;
dan

2. penyedisan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai
pemerintahan,

- kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunvai

intensitas besar yang mengganggu lingkungan;

ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun

KDB yang dijinkan s70% (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh)

persen, KLB < 3,5 (uga koma lima) dan KDH 2 25% (lebih dari atau sama

dengan dua puluh lima) persen;

prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:

1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, [fasilitas
penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat
parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan
pedestrian;

2. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perkantoran;

3. ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang kegiatan
perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;

4. terpenuhinya jaringan listrik dan air bersih;

5. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan

6. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan
menyatu dengan sistem drainase kota.

ketentuan lain-lain berupa pembatasan pendirian bangunan pada daerah

rawan bencana.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 52 hurul h, terdiri atas:

a,

kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;

1. pengembangan RTH;

2. kegiatan operasional, sarana dan prasarana penunjang terminal, dan
pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan
orang dan barang; dan

3. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi
keamanan dan keselamatan kawasan transportasi,

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan/atau
kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan
transportasi.

intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20%, KDB
maksimal sebesar 80%, KLB maksimal sebesar 2 4,
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€. sarana dan prasarana minimum meliputi:

L

o ol

o

jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian disertai tanda atau rambu
keselamatan;

jeringan air bersih, listrik dan telekomunikasi;

jaringan drainase;

sistem jaringan air limbah dan sistemn pengelolaan sampah;

aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir,
sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagli penyandang disabilitas;
dan

shelter angkutan umum.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf i, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:

1

. pengamanan kawasan agar tidak menarik kegiatan masyarakat sccara

langsung khususnya vang memiliki intensitas kegiatan tinggi; dan

2. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga

dapat menunjang kegiatan terkait hankam.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penambahan kegiatan
yang menunjang secara langsung maupun tidak langsung dengan catatan
tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

1.

kegiatan vang menycbabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan
seperti pengembangan industri vang menyerap banyak tenaga kerja
schingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam; dan
zona inti kawasan latihan militer pertahanan dan keamanan merupakan
suatu ruang enclave atau tertutup dimana terdapat zona penyangga
antara kawasan ini dengan kawasan budi daya di sekitarnya.

d. ketentuan intensitas berupa ketinggian bangunan tidak boleh melebihi
kawasan pertahanan dan keamanan;
e. prasarana dan sarana minimum, terdin atas:

L.

5
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dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas
penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat
parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan
pedestrian;

ruang terbuka hijau berupa taman fasilitas penunjang hankam yang
disesuaikan dengan jenis kegiatan;

terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
drainase lingkungan tepi jalan dibuat herada dibawah trotoar dan
menyaiu dengan sistem drainase kota.

Ketentoan Khusus
Pasal 62

(1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf ¢
meliputi:
a. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP),
b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
¢. Ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan [KP2B).

(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan di bawah
permukaan horizontal-luar, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)

pada kawasan tanaman pangan, pemakaman dan rimba kota meliputi:
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1. tetap mempertahankan fungsinya; dan
2. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat
udara;
b. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)
pada kawasan perumahan, meliputi:
1. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain;
2. tidak membangun dengan ketinggian bangunan melebihi batas
maksimum,
3.tidak menyebabkan  kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan bandar udara; dan
4. tidak melemahkan jarak pandang sckitar bandar udara.
(3] Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat

menengah;

b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat
rendah; dan

c¢. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat
rendah;

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat
menengah pada badan air, kawasan perlindungan setempat, pemakaman,
taman kota, rimba kota, kawasan tanaman pangan, dan kawasan
hortikultura, meliputi:

1. tetap mempertahankan fungsinya;

2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan
kerapatan tinggi; dan

3. penerapan konservasi tanah dan air (misal terasering) atau mengatir
sistem drainase yang tepat untuk menghindari air hujan yang banyak
meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat
menengah pada kawasan perumahan, dan kawasan fasilitas umum dan
fasilitas sosial, meliputi:

1. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan
dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan,;
. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;
. edukasi kepada masyarakat;
. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yvang
mudah diakses;
5. penguatan daerah tebing; dan
6. melakukan reboisasi pada kawasan hulu,
(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah rendah pada
badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan tanaman pangan,
kawasan perikanan budi daya, pemakaman, rimba kota, taman
kecamatan, taman kota, dan taman RW meliputi:

1. tetap mempertahankan fungsinya;

2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan
kerapatan tinggi;

3. penerapan konscrvasi tanah dan air (misal terasering) atau mengatur
sistem drainase yang tepat untuk menghindari air hujan yang banyak
meresap masuk dan terkumpul pada kawasan yang rawan longsor; dan

L

...
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4. taman kecamatan dan taman RW dapat difungsikan sebagai tempat
evakuasi bencana.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat rendah
pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hortikultura,
kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan
perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan,
kawasan infrastruktur perkotaan kawasan peruntukan industri, kawasan
transportasi, dan kawasan peternakan, meliputi:

I. pengendalian bangunan baru dengan boleh menambah bangunan
dikawasan yang sudah ada tetapi dilarang memperluas area kawasan;

2. mengatur sistem drainase yang berupa drainase permmukaan untuk
mengalirkan air limpasan hujan menjauhi lereng dan drainase bawah
permukaan untuk mengurangi tekanan air pori dalam tanah.

3. pemilihan jenis vegetasi dengan teknik pengelolaan dan pola tanam
yang tepat.

4. memperkuat struktur bangunan pada bangunan baru;

5. penyediaan jalur evakuasi dan pembangunan tempat evakuasi yang
mudah diakses;

6. edukasi kepada masyarakat; dan

7. melakukan reboisasi pada kawasan hulu.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah
scebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat rendah
pada badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan tanaman
pangan, kawasan perikanan budi daya, pemakaman, rimba kota, taman
kecamatan, taman kola, dan taman RW, meliputi:

1. tetap mempertahankan fungsinya; dan
2 taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW dapat difungsikan
sebagai tempat evakuasi bencana.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempsa bumi tingkat rendah
pada kawasan fasilitas umum dan [asilitas sosial, kawasan hortikultura,
kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan
perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perumahan,
kawasan peruntukan industrii kawasan transportasi, kawasan
infrastruktur perkotaan dan kawasan peternakan, meliputi:

1. konstruksi bangunan tehan terhadap gempa;

2. penyediaan ruang terbuka hijau; dan

3. pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial,
kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan
peruntukkan indusiri maka kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi
hingga rendah.

(7) Ketentuan Khusus kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan penunjang pertanian;

b. tidak boleh dialihfungsikan;

e, dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional,
lLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan
dengan syarat:

1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
2. disusun rencana alih fungsi lahan;
3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
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4. disediakan lashan pengganti terhadap lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai ketentuan perundang-
undangan,

e. dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk
infrastruktur tidak dapat ditunda dan persyaratan tidak diberlakukan.

f. penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana
dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi
dilakukan,

g. pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dilakukan
dengan pemberian ganti rugi scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Peta ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Xlla, Lampiran XIIb dan Lampiran Xllc yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 63
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan
pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk
mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri
atas:
a. ketentuan insentif; dan
b. ketentuan disinsentif.
(2) Ketentuan insentif dan disinsentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka

mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar scjalan dengan rencana

tata ruang; dan
c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan

ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 64
(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a
adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik,
dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah
pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:
a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan
strategis kota;
b. ketentuan umum zonasi; dan
¢. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi
dan /atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
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b, insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa
ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan,
dan/atau publikasi atau promosi.

(4) Ketentuan insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan

b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.

(5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;

¢. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. subsidi,

¢. pemberian kompensasi;

d. imbalan;

¢. $eWa ruang,

f. urun saham;

g. fasilitasi persetujuan KKPR;

h. penyediaan sarana dan prasarana;

i. penghargaan; dan/atau

j. publikasi/promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 65
(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) hurul
b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang scjalan dengan rencana tata
ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan.
(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan:
a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan
strategis kota;

b. ketentuan umum zonasi kota; dan
c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
{3} Ketentuan disinsentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggl dan/atau retribusi
yang linggi; dan/atau
b. disinsentif non fiskal berupa:
1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
2.pembatalan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
3.pembernian status tertentu.
(4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnva: dan
b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
(5] Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemeriniah daerah
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan
penyediaan sarana dan prasarana.
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(6) Ketentuan disinsentif dari  pemerintah kota kepada masyarakat,
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kempat
Arahan Sanksi
Pasal 66

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah
arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan
pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesual dengan
rencana tata ruang vang berlaku,

(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat
atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar
pemanfaatan ruang berupa sanksi administratif.

(3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-

undangan bidang penataan ruang; dan

b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;

2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang; dan/atau

4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
(4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
berdasarkan:
a. besar atau Kkecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran
pemanfaatan ruang;

b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
(5) Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

¢. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian sementara pelayanan umum;

e. penutupan lokasi;

. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

h. pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi ruang,
(6} Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (3]

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 67
(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 huruaf d terdini atas:
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a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang
dan rencana pola ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR
Pasal 68
(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
a. selama pembangunan;
b. pasca pembangunan; dan
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan
dalam memenuhi ketentuan KKPR.

(3) Penilaian pada periode selama pembangunan scbagaimana dimaksud pada
avat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil

pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR
Pasal 69

(1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 avat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku
pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolchan KKPR
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau
diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat
adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi
pemerintah yang menerbitkan KKPR.

(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada
instansi pemerintah vang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Pervujudan Rencana Tata Ruang
Pasal 70

(1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.

(2} Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

¢, kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
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(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program
pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana
terhadap rencana strukitur ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program
pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan
hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.

(5) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali
tata ruang.

(6) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih
dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan
kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) mengacu pada peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 72

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang sccara partisipatif, Walikota
dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk
memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan
ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada
peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 73

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat

berhak:

a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;

d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana
tata ruang;

e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;

g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan

h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
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(1)

(2]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6]
(7)
(8)

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 74
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b, Memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang;
c. Mematuhi ketentuan vyang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang, dan
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 7S5

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan
kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yvang dilakukan masyarakal secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang vang serasi,
selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 76
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
a. proses perencanaan lata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.
Peran masyarakal dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus
menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
dan
¢. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan
penataan ruang.
Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan
kepada Walikota.
Peran masvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
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Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang
Pasal 77
(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 avat (2) huruf a dapat berupa:
a. masukan, mengenai:
|. persiapan penyusunan réencana tata ruang
2. penentuan arah pengembangan kota;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah
daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
Pasal 78
Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, kerja sama dengan
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam
pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur
masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan pemanfataan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana
tata ruang vang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanifaatan ruang
darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan
kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
alam; dan

[, kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 79
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf ¢, dapat berupa:
a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan
disinsentifl serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang vang telah ditetapkan;
¢. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

Pasal BO

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat
membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat dalam penyelenggaraan penatasn ruang seria sistem informasi
dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 81
Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS bidang
penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia schagaimana
dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang untuk:

a, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang;

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang schubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu vang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

¢ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan
koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Pengangkatan PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XTI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82
Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi pidana.
Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB XTI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 83

(1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1
{satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(£) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dapat dilakukan lebih
dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang
berkaitan dengan penataan ruang dacrah tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini,
(2} Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR vang telah dikeluarkan dan telah
sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai
dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
l.untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan
ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanflaatan Ruang tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2.untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-
undangan;

3.untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian vang layak
dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan
memperhatikan indikator sebagai berikut:

a) memperhatikan harga pasaran setempat;
b) sesuai dengan NJOP; atau
c] menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

¢. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin
pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
ditentukan sebagai benkut:

l. yang Dbertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan
dengan Peraturan Dacrah ini; dan

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk
mendapatkan izin,

(3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1

[satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor | Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011
- 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Metro Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 86
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

b - 2022

r
Mt
Rk Uoorkimbe four | * o

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal “ - [ - 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT MO

e
LEMBARAN KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; IUE,I' 12‘32{ MTR 2022)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR ” TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2022-2041

I. UMUM

Perkembangan ruang wilayah Kota Metro mengalami peningkatan aktivitas
pergerakan manusia, perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi.
Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang harus
dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi
wadah bagi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya secara berkelanjutan
demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Agar kegiatan manusia dapat berlanjut
secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan
pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan
aspek kegiatan manusia dan aspek kesediaan ruang.

Kota Metro memiliki posisi geografis yang strategis karena terletak ditengah
Provinsi Lampung serta diapit dua kabupaten. Dengan adanya Jalan Tol serta exit
tol yang dekat dengan Kota Metro menjadikan Kota Metro sebagai titik persinggahan,
ditambah dengan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan diharapkan dapat membantu
kemudahan akses menuju Kota Metro dan menstimulasi mobilitas di dalam Kota
Metro agar semakin meningkat. Kota Metro direncanakan menjadi Kawasan
Strategis Metropalitan Bandar Lampung, dengan demikian Kota Metro menjadi Kota
Satelit Bandar Lampung. Kota Metro memiliki andil penting dalam jalur
transportasi dan aktivitas pergerakan baik barang, manusia dan perkembangan
sumber daya manusia.

Pengembangan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan kawasan pariwista
keluarga yang ramah untuk dikunjungi. Dalam mendukung pengembangan
rencana tersebut dibutuhkan modal utama yaitu peningkatan infrastuktur serta
pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi perkotaan di Kotz
Metre yang bertumpu pada sektor sekunder dan sektor tersier sangat dipengaruhi
oleh ketersedian bangunan sebagai ruang ekonomi. Melihat kecenderungan
tersebut, maka upaya penataan ruang Kota Metro secara signifikan dilakukan
dengan mendasarkan pada karakteristik dan daya dukung sehingsa akan
meningkatkan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ekologis di Kota
Metro. Upaya pemanfaatan ruang dan pengendalian dalam pengembangan Kota
Metro harus sesuai dengan Peraturan Undang-Undangan dan karakteristik wilayah
agar tidak salah dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang.

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daergh Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 dan
Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Metro. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kola Metro tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041.
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Tujuan Penatzan Ruang Wilatah Kota Metro adalah “Mewujudkan Ruang
Wilayah Kota Metro Sebagai Kota Berpendidikan, Berbudaya, Sehat,
Sejahtera, Produktif yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Avat (1)
Huruf a
Pusat Pelayanan Kota merupakan kawasan perkotaan vang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota
Huruf b
Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
Huruf ¢
Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan / beberapa
kelurahan
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Culkup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Hurufl a
Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) Nasional adalah jalan yang
menghubungkan antara ibukota provinsi
Huruf b
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) adalah Jalan  yang
menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota
Hurufe¢
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) adalah jalan vang
menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota
Huruf d
Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan
pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak
sedang, kecepatan rata-rata sedang dengan peranan pelayanan jasa
distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
Avyat (4)
Huruf a
Jalan Lokal Primer adalah jalan menghubungkan secara berdaya
guna simpul:
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b.

. antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan

Lingkungan (PK-Ling);
antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan
Lingkungan (PK-Ling);

¢. antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
d.

antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lingkungan
(PK-Ling).

Huruf b

Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan secara
berdaya guna:

B!I

antara Kawasan Sekunder-I dan perumahan;

b. antara Kawasan Sckunder-Il dan perumahan; dan
c. antara Kawasan Sckunder-ll dan seterusnya sampai ke

perumahan.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Avat (7)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cuakup jelas
Avat (4]

Jaringan bergerak satelit yaitu adalah singkatan dari Base Tranceiver
System (BTS), yaitu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi
komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator,

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jclas
Avat (5)

Cukup jelas
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Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Water Treatment Plant (WTP)] atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah
sistem atau sarana vang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air
baku (influeni) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas
air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Aval (5)
Sistem controlled landfill adalah open dumping yang diperbaiki atau
merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu
dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA
periuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu atau
sistem penimbunan terkendali.
Ayat (6)
Culkup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
ayat (3]
Yang dimaksud kegiatan adalah peternakan skala kecil yvang diarahkan
pengembangannya diselurubh  kecamatan, sedangkan kawasan adalah
wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan berupa satu
hamparan.
Pasal 23
Yang dimaksud kegiatan adalah perikanan budidaya skala kecil yang
diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan kawasan
adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan
berupa satu hamparan.
Pasal 24
Yang dimaksud kegiatan adalah kegiatan peruntukan industri kecil dan
mikro yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan, sedangkan
kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi dava
dan berupa satu hamparan.
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Pasal 25
Yang dimaksud kegiatan adalah pengembangan kegiatan pariwisata buatan
maupun budaya yang diarahkan pengembangannya diseluruh kecamatan,
aﬂdangka_n kawasan adalah wilayah yang memililki fungsi utama lindung
atau budi daya dan berupa satu hamparan.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas
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Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Culkup jelas
Pasal 70

Culkup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Culkup jelas
Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Culcup jelas
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Pasal 79

Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
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LAMPIRAN XI ; PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR  : .%..TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2022-2041

INDIKASI PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN
RENCANA TATA RUANG KOTA METRO TAHUN 2022-2041 (Periode Lima Tahun Pertama)

o | Popamvams R A
A. Perwujudan Strukhr Riang
4 Perwujudan Sistam Fusst Pelayanan
1.1 Perwujudan Fusai Pelsyanan Koia S
a) Rovitaliessi Taman Merdeks. Kelurahan Ml unp_..s_ﬂ: Dinas umm. Dinas
- yang sah SR
Dings PUTH, Dinas
P ; :
b) Pengembangan, penslagn, dan revitalisasi | . L rnwwmﬂﬂm uw__.H_ Dinas
kalurahan Metro. sumber laln Kac nm_ Eu:n
. yang sx) Pusa
APBL Kata
¢} Pengambangan dan penmglaisn kwasan dan/atal
perkantorsts pamesintahan elumten et sumbar fain Dinas PLTR
r_ﬂ_uwz :
d) Penataan dan pengembangan destinasl ... e APBO Dinmn PUTR,
wisaln SWASTA Disporapar
APHD Kalm
Dinag FUTR, Dinas
@) Panatean rusng lorbukes hijau (RTH) peivil daniateu i,
pada kinbor pemanintaban Kalumhan Metro .uﬁnﬂzﬂ FKP, Dinas LH
) Pambangunan Instalasi peogolshen ee o ganrBO KGR 1 Bings PUTR dan
limbah (IPAL) patkaniotan fin arc aak Glnae PKP
== = T Dinaa PUTA, Dinss ©
@) Fangambangan dan penmguatan durintad Fardaganpgan,
Pardagangan lredisional dengan lasflitas | Kslurihan Malro alimbar i nnazu- x%u!u-.,
Fardagangan modem I, LM dan
yang ah Parinduetnan
APRD Kota ;
h) Pangembangan pusal perdegangan dan . . o danfital) sumbar Dinas PUTR. Dinas
[EL N i yang sah. Pardagangan
[y Pangembangan dan paningtsian rumah Kedorahen Met u.uh____MWﬂ ”%:Wamﬂ Dinas Kazahalan,
sahilfpuskesmas, lein yaog sah Dina= PUTR
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) ....I...... -..H..Ill. ......_.ul1 A e JP -..h-“_. - ____J_...__ bt ._.w__. o = & ._FJW%I. ﬂﬁ_

waﬂ.ﬂ_ﬂ.ﬂ . :
Dirseinydine ke I 7]

))))))

ot
9 g_:%g Kehastan Imopuro APB PUTH,
Halurahan Imoapuro APEN : |
€) Fensigan den pombangunan meang | oo e | L dagen | Dings PUTR,
terbwikas hijau {RTH) privet dan RTH Publk. | F=4a 14na Mo B Dinas PKP.
fi Pengembangan dan peningEatan APED Em,w....___.._._..?n._:un“_
g%ﬁig Hedimahan Imopuio Swasta |  Pardaga ngan.
J__uu:mna.iﬁﬂ.. dan  peningkalan | Melurshan mopuro, APBD
E“Mma..! panlnang pusal pedayanan :nr-.li..ﬂ!n_-.iu.._u SWASTA nag PLITH _
Kelrahan Yoeoren
Kedurahan Imopum.
Fengembangsn Instalas! Pengolshan Alr ; APED nas PUTR, Dinas
rﬂ&ni IPALL e _..usn._!_m_.__a APEN iries PRP
. . Kakxahon mopuc: APBD | DinasPUTR, Di nas
i} Peruntulan niang kegaian sekior momel _Al!uﬁ._ﬂ_i._-.!__.fu SWASTA |  Perdag :
Hehzshan Imopurg,
¥ gﬁg prasarans: Gan SEans Keirshan Iing Mulyo APBD nas PUTR. Dishub
pejaian Kelurshsn Yosoremn _













- -.-..;......F__-
APBN
BO
AFBMN s P
APBO
AFBD P
APBN
APED [ PL .
5 A 4
y, Paalion den pambanginsn niong | oy peavengn  Linguiigee  da AZBN Dinas LH, Dina
terbuka hijsy (RTH) prival dan RTH u?s_unwﬂ. L g
Feigyanan ) Oinas PKF. Oinas
k) Penyediaan nmng evakiss bencans Hﬂﬂﬂ Lnghungan  dan BD, SWASTA |  PLITR, BPED,
it _ ZBwasta.
; A
Penyusunan Rencana Detall Tata Ruang :
{RDTR) Kata Metro Hols Metn APBD | inas PUTR
Perwujudan Sistem Jaringan Transpartesi
Rencana Pengemoangan Sistem
tranaportasi Darat
2.1.1 Sistem Jaringan Jalan .
a] peningkatan [alan kolektor pdmer saly {JKP- | Jalen Sudimarn, Bates Kota Metro-Gedong APBN Dinss PUTR
1) Dalam, dan Jaisn AH Nasution. APBD e k,
b paningkalen {anngen jalan kolekior pimer | Jeisn Soskamo Hetin dan Jalan Budi APBN BUTR
iarnsars Jaien Bogien Katmmsa. Adimad =
: . Jaian Yan|
) paningkatan janngan jsian koleldor pAMeS | . Metro-Tanjung Karl, Jalan Patimura AL Dinas PUTR
fgn (WF3) | dan Jatan Veleran APED
d) Peningkatan, renabiras:, pemelnaraan jalan | Seknn jalan kolekior sekundar, jalan lokal ABBN
kolaktor sekunder, jalan okal dan |slan | sekunder, dan jslan linghungen o Kols APED as PUTR
linghungan serta jembatan Mt -
AFBEN
a) Rancana pengambangan jalur ngicar kotn Kota Mein APRD Dinas PUTR
SWASTA
' APBN
1) Mongembangkan mode iransportasi rintisan
dengan konsep Bus Rapid Tranat (BRT). | N Metro SWAST PiviwR
) Paningkatan dan pangembangan  trovek Kista Mshia AFBN ...m.._.__._cq
anghutan umum APBD
1.2 Pengembangan terminal penumpang dan
terminal barang
) peninghatan kuaitas terminal tipe B Noepa . Tk Neiyris: Hadashi PBO Prov Dishub Prov
| b)Pengembangsn Termins! tipe C Terminal Penumpang Kelurahan imopur PBD Kota Dishub
¢} Rencana peningkaten den pengembengan | Melwshan Tejo Agung  Kelushan N Kamertarian
termingd bararg Baniaman N Perhibungs
1.3 Pengembsngan jaringan jalur kemets apl
umum
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- Kecamptan Meifo Pusal. s
| Pengembangan Jarngsn telskomunkas)
bemerak bafifs  lokasi  menas
talekormunikasi lermesyk menam  Bats | Kota Matro APRD, BLIM
» ; SWASTA, Sheiict
[aringan serat oplikc







POAM, Swasts
APBN
APHED nas PLTR

SWASTA
APEN
APED nas PLUTR

SWASTA
AFBN )

APED inas PLITR

SWASTA
APBN PLITR, Din
APBD LH,

BWASTA | Dimas Kesehalan
APBN Dinas PUTR. Dinas
APB LH,

SWAG [nns Kogohatan
APBN | Dinss PUTR, [Hruia
APRD
APEN Dinas PLUTA, Dinas
AFBD LH. Bappada

Kamertsrian
Lingkungan Hidup
nwwz dian Kehutanan,
Rines LH, Of
PUTR
APERN Gines PUTH, Dinas
AFRD LH
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Eﬂ&ﬂﬁiﬂﬁ _.-En:nm&ﬁ | Dirsz PUTR, Dénes
rums jalan yann berads ol Kota Metro. i AT, APRD _, PKP
APBMN APED Diraz PUTR, Dinas.
ota Moim, SWAST. PP, Masyarakst
_
ienfja APBD Provinsi, m
APBD
of Kabupaterd¥ots, | Dines PUTR, Dines |
kawesan komersiol dan jasa, leminal, | O Meio darvatay pKP
SUmMbEs w0 |
yBng sah |
1) dalan Diponegon |
2) Jalan Raden Intan
3] Jelan w u___*___ﬁ.-n A
) Jatan Fagar Alam
5] Jatmn AH Nasutlon
6] Jalan Gele Harnan APBD Provinsd,
7] Jadmn G Hajar Dewariara
D e faraan. pessian | 21 4wien Junchal Atmad Yan :E_.hnww_nﬂ Dinas PUTR, Dinos
pengembangen sitem jaingan pejian | o i Algmeyah RPN . .
kaki d kewesan ceps! lmbuh  dan 40) Jaian Jendmi Sudicman !ﬂﬁ—-ﬁ! PKP. Swasia
KEARESN PE IS 11} Jalan Mayjsnd Ryachudu -
M2) Jinlasry Boskmrmo-Hutm
13} Jalan Imam Bonjol
14) Jalan Sutan Syahrir
15} Jalan Hasanudin
16) Jalan You Sudnmo
= 17) Jalan Waolter Manglnsid|
68 _pengembangan jslur sepeds
1) Jalan Mayjen Rymoudii
| 2} Jalon Sudirmarn;
| 3) Jalan Mr. Gele Harun;
4) Jatan AM Nasubon;
5] Jalan Alamayah RPN,
- ol oy mu-_m_ I den/alau Dinas PUTR, Dinos
w) perwujudan dan  pengembangan  jalur | ) Jalan Ada Irma Suryanl; i
e sapedn pada kawasan koln B} Jalan 2.4 Pagat Alam, sumber an e
9} Jatan Jandorat Ahmad Yani; yang sah
104 Jalan Kl Hajar Dewantara)
11) Jalan Sulivosn]
121 Jalan Sosm Sudami;
] 13; Jalan Raden Imsn; dan
= 14) Jalan Dipanegem.
9 B. | Perwujudsn Pola Ruang. |
il _‘ r _ s
11 Perwujudan Kewssan Parlindungan
BT m -—.—. H
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Kecamatan Mstro Barat APBN
| Kecamatzn Matro Uters ;
N = APBD, Bappeds, Dinas
E;ﬂﬁ: pemeiharman kawssan | oo Metro Selston 84He | denimtausumber |  PUTR, Dinas LH
ndungan selempat Kacamastan Mairo Pusat n yang sah
APBD, Bappeda
b) |deniifikasi dan Paemstaan  Kawssan i i : .
} Seaning Seempiden Sungal Sapanjang sungai it || -BUTSORaEEH
L1}
-~ Wacamaian ketro Lars
H !.i }ﬁ-
_Hﬂ_u yo “uﬂqﬁl....la?l.. G0 | o ramatan Metro Pusat daniatan sumber mmwuqih_._ﬂ
pEFBLEERN ci%nﬂ kawasan Kecamatan Matro Timur Kecamatan Metro isin yang sah
sampadan s Seiatan APBN,
APBD, Bappoda. Dinas
Pangombangan Program Konsencas! Pada | yocsmatan Metro Utars dan Matro Ssiatan danvata sumbes L
Kewnsan Lindung Ialn yang kah
APBN,
y B Peningkatan  Pangawnsan | Kecamatan Metro Utars sumber
Parizinan Pade Kawasan Lindung Faosmiiie: Mo Ssliinn e -
¥ yrng
ABBN, Baiade
Paperapan Poin imenlit dan Disinsen e o
f n_.,___q__..,.“._.__ _gggigi dan/etau sumber | Pamzinan
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